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SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

PT STEEL PIPE INDUSTRY OF TNDONESIA, TbK

No. 008/V/Kom-ISSP 12018

Tentang

PENETAPAN FUNGSI KERJA KOMITE PEMANTAU PENERAPAN DAN
PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (KP5)

PT STEEL PIPE INDUSTRY OF II{DONESIA, TbK

Menimbang:

1. Balir.va dalam rangka memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham (Shareholder'.r) sefta
pihak yang berkepentingan (Stakeholclers). Perusahaan telah rrenyusun Pedoman Tata Kelola
Perusahaan (Gootl C.orporctte Goyernance GCG).

2. Bahwa dalarn rangka mernbudida)akan perilaku yang jLrjLrr, pencegahan terhadap tindakan yang
nrenyimpang sefta penetapan reward dan putishrnent .vang adil bagi seluruh komponen dalam
Perusahaan. )'ang merupakan salah satu indikator implernentasi Tata Kelola Perusahaan (Good
('ot'porale Governance - GCG), rnaka telah dirumuskan suatu ketentuan yang mengatur tentang
sistem Pelaporan Pelanggaran (W histleblcn, ing).

3. Bahlva diperlukan suatu tim khusus yang ber-tugas r-rntuk nrenangani Iaporan-laporan pelanggaran
(Wh ist\e b lon') yang masuk.

Mengingat:

l. Undang-undang No. ,i0 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Tbk No. 421 tanggal 30 Juni 2015, berikut

perubahannya;
3. Pedoman Llmum Gctctd C'orpctrule Governarzce Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional

Kebijakan Governance:
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 terrtang Penerapan Pedoman Tata kelola

Perusahaan Terbuka:
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk ("SPINDO");
6. Pedoman perilaku PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk ("SPINDO"):
7. Pedoman Whistle Blowing System (WBS).
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Memutuskan

Menetapkan:

Keputusan Dervan Komisaris FT Steel Pipe Industry of lr,donesia. Tbk tentang PENETAPAN FUNGSI
KERJA KOMITE PEMANTAU PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN
PERILAKU (KP5) PT Steel Pipe Industry of Indonesia. Tbk.

Pasal I

Menetapkan darr mernberlakukan Penetapan Fungsi Kerja Komite Pemantau Penerapan Dan Penegakan
Pedoman Etika Dan Perilaku (KP5) atas personal vang dafiarnl'a tercantLlm dalarn larnpiran Surat
Keputusan ini yar-rg merupakan satu kesatuan dan rnenjadi bagian )'ang tidak dapat dipisahkan dengan
Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Anggota KP5 
"vajib 

menjaga citra. maftabat. integritas dan independensi KP5 dalam menjalankan tugas
dan tungsinl'a sesuai dengan nilai strategis Pedornan Perilaku dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

KP5 juga betugas untuk:
1. Memberikan kejelasan pedoman perilakLr insan SPINDO dalanr melaksanakan tugas. lirngsi dan

tanggungjau abn1 a.

2. Sedapat tnungkin rnencegah pelanggaran Kode Etik gr-rna melindungi insan SPINDO dari risiko
hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbLrl akibat perilakLr 1'ang rrrenyimpang dari norma
sosial atau tidak sejalan derrgan persepsi publik terhadap penyelenggaraan Pemsahaan Publik yang
baik.

3. Mernperjelas mekanisme penanganan infbrmasi darr proses penl,elesaian pelanggaran Kode Etik.

Pasal3

Penerimaan, evaluasi dan penindaklanjutan laporan atas pelanggaran perlu dilakukan dengan berpegang
teguh pada prinsip-prinsip kerahasiaan (crmJiclentiolitv). sebagai berikut:

a. Kerahasiaan Bahlva setiap laporan pelanggararr adalah merupakan rahasia
Perusahaan. sehingga anggota KP5 dilarang dengan keras untuk
memberitahnkan/membagikan atau menjanjikan sesuatu kepada
pihak terkait suatu laporan. dengan cara apaplln kepada pihak di luar
KP5 darr Komite Audit. hal-hal \rang menyangkut sebuah Iaporan
pelanggaran. sebelum diputuskan dalam rapat KP5 mengenai pihak
yang benvenang untuk melakukan pelaksanaan rekornendasi dari
KP5.

Bahwa setiap Iaporan yang masuk perlu ditelaah dengan
mempertimbangkan seluruh faktor kernungkinan vang ada. dengan
tidak menutup kemr-rngkinan atas faktor apapun sebelum dapat
dipastikan relevansinya atas laporan. Penelaahan Iaporan harus
mempertimbangkan juga seluruh rnotif vang mungkin ada. baik bagi

b. Kehati-hatian

Page 2 of 7



c. Obyektif dan independen

d. Adil

pelapor maupun terlapor.

: Bahwa dalam menangani laporan pelanggaran, setiap anggota KP5
harus memastikan dirinya obyektif dan independen terhadap
pelapor, terlapor dan masalah yang dilaporkan. Jika patut diduga
anggota KP5 memiliki benturan kepentingan sekecil apapun
terhadap suatu laporan, maka KP5 wajib untuk melimpahkan
laporan tersebut pada Komite Audit. Selanjutnya, KP5 diwajibkanr{ ifttuk rnemberitahukan kepada pelapor bahwa laporannya diteruskan
oleh Komite Audit dan tetap menjaga kerahasiaan atas laporan
tersebut terutama kepada pihak terlapor baik langsung ataupun tidak
langsung. Anggota KP5 jrgu dilarang untuk memanfaatkan
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai KP5
untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun
pihak lain yang tidak berhak.

: Bahwa dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi atau pihak
terkait lainnya dalam penanganan sebuah laporan, KP5 wajib
berlaku adil.

Pasal4

Anggota KP5 harus menyatakan dirinya independen dan memegang teguh komitmen untuk mematuhi
prinsip-prinsip yang tercantum pada pasal 3 di atas. Pernyataan tersebut harus dibuat dalam surat
pernyataan yang diperbaharui minimal setahun sekali.

Pasal 5

KP5 dapat merumuskan prosedur internal penanganan laporan, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) ini, SK mengenai WBS dan prinsip-prinsip Pedoman
Perilaku danTata Kelola Perushaan yang baik. Prosedur ini harus disetujui secara tertulis oleh Komite
Audit.

Pasal 6

Untuk masing-masing laporan, ketua KP5 bertugas membentuk Tim Penyelia dan Pengkaji (TPP) yang
bertugas untuk memberikan rekomendasi sanksi bagi laporan yang telah diproses oleh KP5, TPP terdiri
atas atasan langsung terlapor, pegawai direktorat HRD yang ditunjuk oleh direktoratnya, serta ketua KP5
sendiri. Pembentukan dan pembubaran TPP tidak memerlukan Surat Keputusan tersendiri. Segera setelah
kasus dinyatakan selesai (case closed) maka TPP dengan sendirinya dianggap telah bubar.

Pasal T

KP5 wajib membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Komite Audit atas hal-hal sebagai berikut:
1 . Jumlah laporan, yang meliputi jumlah laporan masuk, serta rincian jumlah lainnya.
2. Catatan mengenai terlapor dan direktorat serta departemennya.
3. Larnanyatindak lanjut untuk masing-masing laporan dan hasilnya.

Pasal S

Evaluasi atas kinerja KP5 dan anggotanya dilakukan oleh Komite Audit 1 (satu) kali dalam setahun.
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Dalam hal anggota KP5 diketahui telah melakukan pelairggaran terhadap salah satu atau beberapa
ketentuan dalam keputusan ini, maka berlaku hal di bawah ini:
1. Anggota KP5 yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KP5 untuk seterusnya

dan tidak dapat dipilih kembali sebagai anggota KP5 untuk periode selanjutnya.

2. Komite Audit harus membuat penelahaan atas pelanggaran tersebut, dan memberikan rekomendasi
sanksi kepada Direksi, termasuk jika diperlukan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dan laporan hukum.

i4 r&'

Pasal9

Ketentuan pelaksanaan pelaporan dan penanganan laporan dugaan pelanggaran dilakukan dengan tatacara
sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Atas Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pada Perusahaan
(Whistle Blowing System) SPINDO yang dilampirkan dalam SuratKeputusan ini.

Pasal 10

Seluruh rapat, dokumen dan komunikasi KP5 harus dilakukan secara tertutup dan rahasia.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

M
Endane Fifi Susanto

Komisaris

Ditetapkan di

Tanggal

Komisaris

Surabaya

24 Januari2018

Makmur Widiaia
Wakil Komisaris Utama (Independen)Komisaris Utama
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No.

Komisaris Komisaris (Independen)

DAFTAR SUSTTNAN
KOMITE PEMANTAU PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN

ETIKA DAN PERILAKU (KP5)

Nama Nomor IndukPegawai
(NIP)

1 TEGUH SANTOSO (KETUA)

2 LINGGARWATI

3 TMNRY KRISTOMO

4 YUSUF TAURUS TYANTO

5 I KETUT ALIT SURYANA
SEMARA

6 LIESTYA BIMA WIRATAMA

7 BRYAN MATTI#US WIDYANATA

1t102448

t2092495

02ttt55t

021tt5s2

00009012

13t22562

t4062599
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SURAT PERNYATAAN

Sa1,a yang berlandatangan di bawah ini:

Nama :

Nornol Induk Pegauai :

Menyatakan bahr.va sebagai anggota Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan
Perilaku (KP5) akan menjaga citra. martabat. integritas dalarr-r rnenjalankan tllgas serta berpegarrg teguh
pada prinsip-prinsip. sebagai berikut:

a. Kerahasiaan Bahr.l a setiap laporan pelanggaran adalah merupakan rahasia
Perusahaan. sehingga anggota KP5 dilarang dengan keras untuk
memberitahukan/membagi kan atau menj anj i kan ses uatu kepada pi hak
terkait suatu laporan. dengan cara apapun kepada pihak di luar KP5
dan Korr-rite Audit. hal-hal )ang menyangkut sebuah laporarr
pelanggaran. sebelum diputuskan dalarn rapat KP5 mengenai pihak
yang beri.venang untuk melakukan pelaksanaan rekomendasi dari
KP5.

Bahwa setiap laporan pelanggaran adalah merupakan rahasia
Perusahaan. sehingga anggota KP5 dilarang dengan keras untuk
mernberitahukan/membagi kan atau menj anj i kan sesLlatu kepada pihak
terkait suatu laporan. dengan cara apapun kepada pihak di luar KP5
dan Komite Audit. hal-hal yang menyangkut sebuah laporan
pelanggaran. sebelum diputr-rskan dalarn rapat KP5 rnengenai pihak
yang benvenang untuk rrelakukan pelaksanaan rekomendasi dari
KP5.

Bahr.va dalam menangani laporan pelanggaran. setiap anggota KP5
harus mernastikan dirinva oby'ektif dan independen terhadap pelapor.
terlapor dan masalah yang dilaporkan. Jika patut diduga anggota KP5
memiliki benturan kepentingan sekecil apapun terhadap suatu
laporan. rnaka KP5 wajib untuk melirnpahkan laporan tersebr-rt pada
Komite Audit. Selanjutnl,a. KP5 dirvajibkan untuk memberitahukan
kepada pelapor bahr,va laporannya diteruskan oleh Komite ALrdit dan
tetap rnenjaga kerahasiaan atas laporan tersebut terlltarna kepada
pihak terlapor baik langsr-rng atallpun tidak langsung. Anggota KP5
juga dilarang r"rntuk memanfaatkan informasi 1,'ang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas sebagai KP5 untuk tujuan dan alasan apapun.
untuk kepentingan pribadi rxalrpun pihak lain 1,'ang tidak berhak.

Bahr.va dalanr rnemberikarr rekomendasi kepada Direksi atau pihak
terkait lainnya dalam penanganan sebuah laporan. KP5 rvajib berlaku
adil.

b. Kehati-hatian

c. Obyektifdan Independen

d. Adil

Jika ternyata pada kemudian hari saya terbukti melanggar salah satu atau beberapa ketentuan di atas,
maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris SPINDO no.
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OO5/20I8 tEntang PENETAPAN FLINGSI KERJA KOMTE PEMANTAU PENERAPAN DAN
PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (KP5) khususnya sesuai dengan pasal 8.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.
Surabaya,.......2018

Nama
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